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Abstrak

Artikel ini membahas kebijakan fiskal sebagai instrumen strategis negara untuk memulihkan aktivitas
ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan fiskal tidak hanya berkaitan
dengan besarnya penerimaan, belanja, defisit, dan pembiayaan, tetapi juga dengan kualitas alokasi
sumber daya publik, ketepatan sasaran, keadilan distribusi, daya ungkit terhadap investasi dan
pekerjaan, serta kemampuan menjaga keberlanjutan antargenerasi. Dalam konteks Indonesia,
tantangan fiskal menjadi semakin kompleks karena pemerintah harus menjaga stabilitas
makroekonomi di tengah ketidakpastian global, memperkuat daya beli, menciptakan pekerjaan
berkualitas, membangun infrastruktur dan sumber daya manusia, memperluas perlindungan sosial,
mendorong transformasi ekonomi, serta mempertahankan kredibilitas fiskal. Artikel
mengembangkan kerangka “fiskal untuk kesejahteraan” yang menghubungkan stabilisasi, alokasi,
distribusi, transformasi struktural, ketahanan, dan akuntabilitas. Argumen utamanya adalah bahwa
pemulihan ekonomiyang berkelanjutan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan Produk Domestik
Bruto, melainkan dari sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan produktif,
menurunkan kerentanan rumah tangga, meningkatkan mutu layanan publik, memperkuat aset
manusia dan produktif, serta membangun kapasitas negara untuk menghadapi guncangan masa
depan.

Kata Kunci: kebijakan fiskal; pemulihan ekonomi; kesejahteraan rakyat; APBN; belanja publik;
pajak; perlindungan sosial; investasi publik; multiplier fiskal; inklusi ekonomi; Indonesia

Pendahuluan

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen terpenting dalam manajemen ekonomi modern
karena melalui anggaran negara pemerintah menentukan bagaimana sumber daya dikumpulkan,
dialokasikan, dan didistribusikan. Pajak, penerimaan negara bukan pajak, transfer, subsidi, belanja
pemerintah, investasi publik, dan pembiayaan utang bukan sekadar pos akuntansi. Seluruhnya
membentuk rangkaian keputusan yang menentukan siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung
beban, sektor apa yang tumbuh, wilayah mana yang memperoleh infrastruktur, dan seberapa kuat
masyarakat menghadapi krisis. Karena itu, perdebatan mengenai kebijakan fiskal pada hakikatnya
adalah perdebatan mengenai prioritas pembangunan dan kontrak sosial antara negara dengan
warga negara.

Pemulihan ekonomi memiliki dimensi yang lebih luas daripada mengembalikan angka pertumbuhan
setelah suatu perlambatan. Pemulihan yang bermutu berarti mengembalikan kemampuan rumah
tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperluas kesempatan kerja, memulihkan
kepercayaan dunia usaha, menjaga keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta memperkuat
produktivitas agar ekonomi tidak kembali rapuh ketika menghadapi guncangan berikutnya. Dalam
kerangka ini, stimulus fiskal yang hanya menaikkan permintaan sesaat tanpa memperbaiki kapasitas
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produksi akan berbeda kualitasnya dengan belanja yang sekaligus menyelamatkan daya beli,
membangun keterampilan, memperkuat infrastruktur, dan mendorong investasi swasta.

Indonesia memasuki pertengahan dekade 2020-an dengan ketahanan ekonomi yang relatif terjaga,
tetapi tetap berhadapan dengan ketidakpastian perdagangan global, volatilitas pasar keuangan,
perubahan teknologi, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan kebutuhan pembiayaan
pembangunan yang besar. IMF pada konsultasi 2025 yang dipublikasikan Januari 2026 menilai
pertumbuhan Indonesia tetap kuat di tengah guncangan eksternal dan menekankan pentingnya
bauran kebijakan yang terkalibrasi serta reformasi struktural yang sehat. World Bank juga
memproyeksikan pertumbuhan Indonesia sekitar lima persen dalam jangka pendek, tetapi
menegaskan bahwa kualitas pertumbuhan, produktivitas, transformasi digital, dan penciptaan
pekerjaan tetap merupakan agenda sentral. Karena itu, kebijakan fiskal harus mampu bekerja
sebagai jembatan antara stabilitas makro dan kesejahteraan mikro.

Artikel ini menggunakan pendekatan naratif-konseptual. Fokusnya bukan hanya pada pertanyaan
“berapa besar defisit yang aman”, tetapi “bagaimana setiap rupiah penerimaan dan belanja dapat
memberikan dampak sosial-ekonomi yang paling tinggi”. Perspektif ini menggeser perhatian dari
fiscal size menuju fiscal quality. Disiplin fiskal tetap penting karena kredibilitas menentukan biaya
pembiayaan dan ruang kebijakan pada masa depan. Namun disiplin yang semata-mata berorientasi
pada pemotongan pengeluaran dapat menjadi kontraproduktif bila dilakukan pada saat ekonomi
lemah atau mengurangi investasi sosial dan produktif yang justru membentuk pertumbuhan jangka
panjang.

1. Makna dan Fungsi Kebijakan Fiskal

Secara klasik, kebijakan fiskal memuat tiga fungsi besar: stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi
stabilisasi berhubungan dengan upaya meredam siklus ekonomi. Ketika permintaan swasta
melemah, pemerintah dapat mempertahankan permintaan agregat melalui belanja atau insentif
yang tepat. Sebaliknya, ketika ekonomi mengalami tekanan inflasi dan kapasitas produksi telah
mendekati batas, kebijakan fiskal perlu lebih hati-hati agar tidak memperbesar ketidakseimbangan.
Fungsi alokasi muncul karena pasar tidak selalu mampu menyediakan barang publik seperti jalan,
air bersih, kesehatan masyarakat, keamanan, riset dasar, atau perlindungan lingkungan pada tingkat
yang optimal. Fungsi distribusi berkaitan dengan koreksi terhadap ketimpangan dan kerentanan
melalui sistem pajak, transfer, subsidi, dan layanan publik.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
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dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

2. Dari Pemulihan Menuju Transformasi Ekonomi

Pemulihan ekonomi sebaiknya dipahami sebagai proses bertingkat. Tahap pertama adalah
mencegah kerusakan yang lebih dalam: mempertahankan konsumsi dasar, likuiditas usaha, dan
layanan publik esensial. Tahap kedua adalah menghidupkan kembali aktivitas ekonomi melalui
investasi, pekerjaan, dan pemulihan kepercayaan. Tahap ketiga adalah transformasi, yaitu
menggunakan momentum pemulihan untuk memperbaiki struktur produksi, meningkatkan
teknologi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, memperluas ekonomi hijau, serta
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan fiskal yang berhenti pada tahap pertama
mudah menghasilkan ketergantungan. Kebijakan yang melompat langsung ke tahap ketiga tanpa
memperhatikan rumah tangga rentan dapat kehilangan legitimasi sosial. Karena itu, urutan dan
kombinasi kebijakan harus dirancang secara dinamis.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
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program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

3. Kebijakan Fiskal Kontrasiklus

Prinsip kontrasiklus mengajarkan bahwa pemerintah seharusnya tidak memperkuat naik-turunnya
siklus ekonomi. Pada masa perlambatan, pengeluaran yang dapat segera disalurkan kepada
kelompok dengan kecenderungan konsumsi tinggi, dukungan kepada pekerja dan usaha yang layak,
serta percepatan proyek siap jalan dapat menahan kontraksi. Pada masa ekspansi, ruang fiskal
perlu dibangun kembali melalui penguatan penerimaan, pengurangan pemborosan, dan
pengelolaan utang yang prudent. Literatur mengenai multiplier fiskal menunjukkan bahwa dampak
belanja pemerintah tidak konstan. Auerbach dan Gorodnichenko menemukan bahwa multiplier
cenderung lebih besar pada kondisi resesi, sedangkan Blanchard dan Leigh menunjukkan bahwa
dampak konsolidasi fiskal selama krisis dapat lebih berat daripada yang semula diperkirakan.
Pesannya adalah bahwa waktu, kondisi ekonomi, dan desain kebijakan sangat menentukan
efektivitas fiskal.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

Halaman 6



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Kebijakan Fiskal untuk Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

4. Multiplier Fiskal dan Kualitas Belanja

Istilah multiplier fiskal merujuk pada perubahan output yang muncul sebagai akibat perubahan
instrumen fiskal. Jika pemerintah membelanjakan satu rupiah dan aktivitas ekonomi bertambah
lebih dari satu rupiah melalui rangkaian pendapatan, konsumsi, produksi, dan investasi, multiplier
lebih besar dari satu. Namun tidak semua belanja memiliki daya ungkit yang sama. Belanja yang
banyak bocor melalui impor, administrasi yang lambat, proyek yang tidak siap, atau sasaran yang
keliru dapat menghasilkan multiplier rendah. Sebaliknya, belanja pada infrastruktur yang
mengurangi biaya logistik, bantuan yang tepat sasaran kepada rumah tangga berpendapatan
rendah, serta program padat karya yang terhubung dengan aset produktif dapat mempunyai dampak
langsung sekaligus tidak langsung.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

5. APBN sebagai Instrumen Kesejahteraan

APBN adalah instrumen konkret yang menerjemahkan visi pembangunan menjadi keputusan
tahunan. Karena itu, penilaian APBN tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah pendapatan dan
belanja sesuai target. Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah anggaran memperbaiki
kehidupan rakyat. Belanja pendidikan dinilai dari peningkatan pembelajaran dan kompetensi, bukan
sekadar penyerapan. Belanja kesehatan dinilai dari akses, mutu layanan, dan perlindungan finansial.
Belanja infrastruktur dinilai dari penurunan biaya ekonomi dan peningkatan konektivitas. Subsidi
dinilai dari ketepatan penerima dan perubahan perilaku. Transfer ke daerah dinilai dari kualitas
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layanan di wilayah. Dalam paradigma ini, output anggaran harus dihubungkan dengan outcome
kesejahteraan.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

6. Perlindungan Daya Beli Rumah Tangga

Dalam pemulihan ekonomi, daya beli rumah tangga mempunyai peran sentral karena konsumsi
merupakan komponen penting permintaan agregat sekaligus penentu kesejahteraan sehari-hari.
Guncangan harga pangan, energi, kehilangan pekerjaan, atau biaya kesehatan dapat dengan cepat
mengurangi konsumsi kelompok rentan. Intervensi fiskal dapat berupa bantuan tunai, subsidi
terarah, bantuan pangan, dukungan iuran, atau perluasan layanan publik. Efektivitasnya bergantung
pada akurasi data, kecepatan penyaluran, kemudahan akses, dan kemampuan menyesuaikan
besaran bantuan terhadap kedalaman guncangan. Perlindungan sosial yang baik bukan sekadar
pengeluaran konsumtif; ia mencegah rumah tangga menjual aset produktif, menarik anak dari
sekolah, atau mengurangi konsumsi gizi yang dapat menimbulkan kerugian jangka panjang.

Secara ekonomi politik, ketepatan sasaran harus diimbangi legitimasi. Program yang sangat sempit
memang menghemat anggaran, tetapi dapat meninggalkan kelompok yang sedikit di atas garis
kelayakan namun tetap rentan. Karena itu, desain modern semakin mempertimbangkan graduation
yang bertahap, bukan pemutusan manfaat secara mendadak. Integrasi dengan data
ketenagakerjaan dan layanan publik memungkinkan pemerintah mengenali perubahan kondisi
rumah tangga lebih cepat.
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Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

7. Perlindungan Sosial Adaptif

Sistem perlindungan sosial modern perlu adaptif, yaitu mampu mengembang secara cepat ketika
terjadi krisis dan kembali ke skala normal setelah kondisi pulih. Pendekatan ini memerlukan
registrasi sosial-ekonomi yang terus diperbarui, interoperabilitas data, mekanisme pembayaran
digital, serta indikator pemicu yang jelas. Misalnya, bencana, lonjakan pengangguran, atau kenaikan
tajam harga pangan dapat memicu penambahan manfaat sementara. Desain adaptif mengurangi
kebutuhan membangun program baru setiap kali krisis muncul. Selain itu, integrasi perlindungan
sosial dengan layanan ketenagakerjaan, pelatihan, dan pembiayaan usaha dapat mengubah
bantuan dari instrumen bertahan hidup menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi.

Secara ekonomi politik, ketepatan sasaran harus diimbangi legitimasi. Program yang sangat sempit
memang menghemat anggaran, tetapi dapat meninggalkan kelompok yang sedikit di atas garis
kelayakan namun tetap rentan. Karena itu, desain modern semakin mempertimbangkan graduation
yang bertahap, bukan pemutusan manfaat secara mendadak. Integrasi dengan data
ketenagakerjaan dan layanan publik memungkinkan pemerintah mengenali perubahan kondisi
rumah tangga lebih cepat.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
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menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

8. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

Tujuan kebijakan fiskal tidak boleh berhenti pada penciptaan jumlah pekerjaan. Pekerjaan yang
berkualitas memiliki produktivitas memadai, pendapatan layak, keselamatan kerja, kesempatan
belajar, dan prospek peningkatan karier. Pemerintah dapat memengaruhi kualitas pekerjaan melalui
investasi infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, insentif investasi, pendidikan vokasi, serta
kebijakan industri. Proyek publik dapat mensyaratkan standar ketenagakerjaan dan pengembangan
pemasok lokal. Insentif pajak sebaiknya dihubungkan dengan investasi nyata, inovasi, ekspor,
pelatihan, atau penyerapan tenaga kerja, bukan semata dengan keberadaan perusahaan. Dengan
demikian, kebijakan fiskal menjadi sarana membentuk pasar kerja, bukan hanya menambah
permintaan agregat.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

9. UMKM dan Ekonomi Lokal

UMKM memiliki arti strategis karena tersebar di berbagai wilayah dan menyerap tenaga kerja dalam
jumlah besar. Namun UMKM sering berhadapan dengan produktivitas rendah, akses pembiayaan
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terbatas, teknologi sederhana, dan kesulitan masuk ke rantai pasok formal. Kebijakan fiskal dapat
mengatasi kendala ini melalui jaminan kredit, subsidi bunga yang terarah, pelatihan, digitalisasi,
fasilitasi sertifikasi, infrastruktur pasar, dan pengadaan pemerintah. Pendekatan terbaik bukan
membuat UMKM terus bergantung pada bantuan, melainkan memperbesar kemampuan mereka
menghasilkan nilai tambah. Dukungan fiskal harus mempunyai jalur keluar yang jelas: dari survival
menuju produktivitas, dari informal menuju formal, dari pasar lokal menuju rantai nilai yang lebih
luas.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

10. Investasi Publik dan Produktivitas

Investasi publik merupakan salah satu kanal terpenting untuk menghubungkan pemulihan jangka
pendek dengan pertumbuhan jangka panjang. Jalan, pelabuhan, irigasi, jaringan listrik, konektivitas
digital, sekolah, laboratorium, fasilitas kesehatan, dan sistem air bersih merupakan aset yang dapat
meningkatkan produktivitas sektor swasta. Namun jumlah investasi tidak identik dengan kualitas.
Dabla-Norris dan rekan-rekan menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan investasi publik—
mulai dari appraisal, seleksi, implementasi, hingga evaluasi—menentukan seberapa besar investasi
berubah menjadi aset produktif. Karena itu, proyek perlu diprioritaskan berdasarkan manfaat sosial-
ekonomi, kesiapan, biaya siklus hidup, dampak lingkungan, dan kemampuan pemeliharaan.

Aspek pemeliharaan sering kurang mendapat perhatian dibanding pembangunan baru. Padahal aset
yang tidak dipelihara mengalami depresiasi dan menurunkan return sosial. Karena itu, keputusan
investasi harus memasukkan biaya operasi dan pemeliharaan sepanjang siklus hidup. Penggunaan
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value-for-money analysis, independent review untuk proyek besar, dan post-completion evaluation
dapat meningkatkan disiplin investasi.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

11. Infrastruktur Digital sebagai Barang Produktif

Pada ekonomi kontemporer, infrastruktur digital memiliki karakter serupa dengan jalan dan listrik: ia
menurunkan biaya transaksi, memperluas pasar, dan membuka akses terhadap pendidikan,
keuangan, kesehatan, serta layanan pemerintah. Dukungan fiskal terhadap jaringan broadband di
wilayah tertinggal, pusat data yang aman, identitas digital, literasi digital, dan interoperabilitas
sistem publik dapat menghasilkan eksternalitas positif besar. Namun investasi perangkat keras
harus diiringi kompetensi manusia dan desain layanan. Sekolah dengan internet tetapi tanpa guru
yang terlatih tidak otomatis menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Puskesmas dengan aplikasi
tetapi tanpa integrasi proses kerja dapat justru menambah beban administrasi. Karena itu,
digitalisasi fiskal harus dipandang sebagai reformasi proses, bukan sekadar pembelian teknologi.

Aspek pemeliharaan sering kurang mendapat perhatian dibanding pembangunan baru. Padahal aset
yang tidak dipelihara mengalami depresiasi dan menurunkan return sosial. Karena itu, keputusan
investasi harus memasukkan biaya operasi dan pemeliharaan sepanjang siklus hidup. Penggunaan
value-for-money analysis, independent review untuk proyek besar, dan post-completion evaluation
dapat meningkatkan disiplin investasi.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.
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Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

12. Pendidikan, Keterampilan, dan Modal Manusia

Belanja pendidikan merupakan investasi fiskal paling penting untuk kesejahteraan antargenerasi.
Pemulihan ekonomi yang tidak memperbaiki kualitas keterampilan akan menghadapi bottleneck
ketika permintaan tenaga kerja berubah akibat otomatisasi, Al, transisi hijau, dan globalisasi jasa.
Kebijakan fiskal perlu memperkuat pendidikan dasar, pendidikan vokasi, perguruan tinggi, reskilling,
dan pembelajaran sepanjang hayat. Prioritas bukan hanya memperluas akses, tetapi meningkatkan
hasil belajar. Pembiayaan dapat diarahkan kepada program yang terhubung dengan kebutuhan
industri, kewirausahaan, kemampuan digital, numerasi, literasi, problem solving, dan kemampuan
sosial yang melengkapi teknologi.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.
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13. Kesehatan sebagai Fondasi Produktivitas

Kesehatan merupakan tujuan kesejahteraan sekaligus input produktivitas. Penyakit menurunkan
jam kerja, pendapatan, pembelajaran, dan tabungan rumah tangga. Pembiayaan kesehatan publik
yang efektif mengurangi risiko kemiskinan akibat biaya medis dan meningkatkan kualitas tenaga
kerja. Kebijakan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara pembiayaan pelayanan kuratif, promotif,
preventif, kesiapsiagaan wabah, gizi, dan penguatan layanan primer. Investasi pada sanitasi, air
bersih, kualitas udara, dan pencegahan stunting sering memiliki manfaat lintas sektor. Dengan
pendekatan life-cycle, kebijakan kesehatan menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia,
bukan hanya pengeluaran sosial.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

14. Pajak yang Produktif dan Berkeadilan

Pendapatan negara menentukan kemampuan pemerintah membiayai prioritas tanpa menimbulkan
tekanan utang berlebihan. Sistem pajak yang baik harus cukup menghasilkan penerimaan, relatif
sederhana, adil, dan minim distorsi. Basis pajak yang luas dengan kepatuhan tinggi lebih sehat
daripada tarif tinggi pada basis sempit. Digitalisasi administrasi dapat mengurangi biaya kepatuhan
dan meningkatkan transparansi, tetapi harus disertai perlindungan data dan pelayanan yang baik.
Dari perspektif kesejahteraan, distribusi beban pajak penting. Pajak konsumsi yang luas efisien
tetapi dapat bersifat regresif bila tidak diimbangi transfer atau pengecualian yang tepat. Pajak
penghasilan, pajak properti, dan instrumen lingkungan dapat memainkan fungsi distribusi dan
koreksi eksternalitas.
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Dari sisi administrasi, reformasi penerimaan membutuhkan keseimbangan antara enforcement dan
service. Kepatuhan yang berkelanjutan tumbuh bila wajib pajak memahami aturan, proses
sederhana, sengketa dapat diselesaikan secara adil, dan pelanggaran berisiko tinggi ditindak secara
konsisten. Data pihak ketiga, e-invoicing, dan analitik dapat mempersempit tax gap, tetapi
penggunaan data harus memenuhi prinsip legalitas dan proporsionalitas. Dalam jangka panjang,
sistem penerimaan yang kuat meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan
pada penerimaan yang volatil.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

15. Insentif Pajak: Antara Stimulus dan Kebocoran

Insentif pajak sering digunakan untuk menarik investasi, mendorong hilirisasi, penelitian, ekspor,
atau kegiatan tertentu. Namun insentif memiliki biaya oportunitas karena setiap pengurangan pajak
adalah tax expenditure. Evaluasi harus menjawab apakah investasi benar-benar tambahan atau
akan terjadi tanpa insentif, berapa pekerjaan yang tercipta, berapa nilai tambah domestik, dan
apakah manfaat melebihi kehilangan penerimaan. Insentif yang tidak memiliki batas waktu, indikator
kinerja, dan mekanisme evaluasi dapat berubah menjadi rente. Karena itu, prinsip sunset clause,
transparansi, additionality, dan review berkala penting diterapkan.

Dari sisi administrasi, reformasi penerimaan membutuhkan keseimbangan antara enforcement dan
service. Kepatuhan yang berkelanjutan tumbuh bila wajib pajak memahami aturan, proses
sederhana, sengketa dapat diselesaikan secara adil, dan pelanggaran berisiko tinggi ditindak secara
konsisten. Data pihak ketiga, e-invoicing, dan analitik dapat mempersempit tax gap, tetapi
penggunaan data harus memenubhi prinsip legalitas dan proporsionalitas. Dalam jangka panjang,
sistem penerimaan yang kuat meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan
pada penerimaan yang volatil.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
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dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

16. Subsidi yang Tepat Sasaran

Subsidi dapat menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar dan menstabilkan ekonomi, tetapi juga
berisiko mahal dan tidak tepat sasaran. Subsidi harga yang dinikmati semua konsumen cenderung
memberi manfaat absolut lebih besar kepada kelompok yang mengonsumsi lebih banyak. Reformasi
subsidi idealnya mengalihkan sebagian dukungan dari komoditas menuju rumah tangga atau
aktivitas yang benar-benar membutuhkan bantuan. Namun reformasi harus sensitif terhadap
dampak inflasi dan legitimasi sosial. Komunikasi publik, kompensasi, data penerima, dan tahapan
implementasi sangat menentukan keberhasilan.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.
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17. Transfer ke Daerah dan Pemerataan Wilayah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan variasi kapasitas fiskal, biaya layanan, geografi, dan
tingkat pembangunan yang besar. Transfer ke daerah merupakan instrumen utama untuk
mengurangi kesenjangan fiskal vertikal dan horizontal. Akan tetapi, transfer perlu didesain agar tidak
hanya menutup kebutuhan anggaran, melainkan mendorong kinerja layanan publik. Formula dapat
menggabungkan kebutuhan dasar, kemiskinan, karakteristik wilayah, kapasitas fiskal, serta
indikator hasil. Pemerintah daerah juga perlu memiliki ruang inovasi karena kondisi Papua, Jawa,
Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara berbeda. Desentralisasi yang efektif
membutuhkan akuntabilitas lokal, data, dan peningkatan kapasitas administrasi.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

18. Fiskal untuk Desa dan Komunitas

Belanja desa dan komunitas memiliki multiplier lokal yang potensial karena dana berputar dekat
dengan rumah tangga dan usaha lokal. Pembangunan jalan produksi, irigasi kecil, pasar, sanitasi,
internet desa, fasilitas wisata, dan penguatan BUM Desa dapat memperbesar produktivitas bila
sesuai kebutuhan. Namun risiko proyek seragam dan fragmentasi perlu dihindari. Perencanaan
partisipatif sebaiknya mengidentifikasi bottleneck ekonomi lokal. Desa pertanian membutuhkan
logistik dan pascapanen; desa wisata memerlukan kapasitas layanan dan konservasi; desa pesisir
memerlukan rantai dingin dan pengelolaan sumber daya. Kebijakan fiskal harus memberi ruang
diferensiasi berdasarkan keunggulan lokal.
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Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

19. Kebijakan Fiskal dan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui subsidi input. Kebijakan fiskal perlu
memperhatikan keseluruhan sistem pangan: penelitian benih, irigasi, mekanisasi, pembiayaan,
penyimpanan, logistik, informasi harga, pengolahan, diversifikasi, dan perlindungan petani kecil.
Investasi yang mengurangi kehilangan pascapanen dapat sama pentingnya dengan peningkatan
produksi. Bantuan pangan bagi kelompok miskin juga sebaiknya terhubung dengan penguatan
produksi domestik bila memungkinkan tanpa menciptakan distorsi. Tujuannya adalah harga yang
terjangkau bagi konsumen sekaligus pendapatan layak bagi produsen.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
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Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

20. Kebijakan Fiskal dan Ketahanan Energi

Ketahanan energi menuntut kombinasi keterjangkauan, keamanan pasokan, dan keberlanjutan.
Subsidi energi dapat melindungi rumah tangga dan sektor produksi dari guncangan, tetapi apabila
terlalu luas dapat membebani anggaran dan menghambat efisiensi energi. Kebijakan fiskal dapat
mengarahkan investasi ke jaringan listrik, energi terbarukan, efisiensi bangunan, transportasi publik,
dan teknologi penyimpanan. Transisi perlu berkeadilan. Wilayah dan pekerja yang bergantung pada
industri intensif karbon memerlukan reskilling, diversifikasi ekonomi, serta perlindungan sosial
selama proses penyesuaian.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

Halaman 19



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Kebijakan Fiskal untuk Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

21. Fiskal Hijau dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim menciptakan risiko fiskal melalui bencana, kerusakan infrastruktur, gangguan
pangan, kesehatan, dan kehilangan produktivitas. Karena itu, anggaran perlu memasukkan prinsip
climate budgeting dan disaster-risk financing. Belanja adaptasi—seperti perlindungan pantai,
pengelolaan DAS, kota tahan banijir, pertanian tahan iklim, dan sistem peringatan dini—dapat
mengurangi kewajiban fiskal masa depan. Instrumen pajak lingkungan, harga karbon, dan insentif
hijau dapat memperbaiki sinyal ekonomi. Namun kebijakan transisi harus mempertimbangkan
dampak distribusi agar kelompok berpendapatan rendah tidak menanggung beban yang tidak
proporsional.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

22. Pembiayaan Defisit dan Manajemen Utang

Defisit bukan secara otomatis buruk; kualitas dan konteks penggunaannya menentukan. Defisit yang
membiayai respons krisis atau aset produktif dapat memperkuat ekonomi. Sebaliknya, defisit yang
membiayai pemborosan tanpa memperbesar kapasitas pendapatan masa depan dapat
mempersempit ruang kebijakan. Pengelolaan utang perlu memperhatikan biaya, jatuh tempo, risiko
nilai tukar, basis investor, dan sensitivitas terhadap suku bunga. Kredibilitas fiskal menurunkan
premi risiko dan memberi pemerintah kemampuan merespons krisis. Karena itu, aturan fiskal perlu
dipandang sebagai guardrail yang menjaga kepercayaan, tetapi tetap memberikan fleksibilitas ketika
guncangan besar terjadi.
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Sustainabilitas utang harus dinilai sebagai hubungan dinamis antara tingkat bunga, pertumbuhan
ekonomi, saldo primer, komposisi mata uang, dan jatuh tempo. Negara dengan pasar keuangan
domestik yang dalam memiliki kemampuan lebih besar mengelola volatilitas. Namun kredibilitas
tetap bergantung pada kerangka fiskal jangka menengah dan kualitas informasi kepada publik.
Transparansi terhadap kewajiban kontinjensi, BUMN, dan skema kerja sama pemerintah-swasta
juga penting agar risiko tidak tersembunyi di luar neraca anggaran.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

23. Ruang Fiskal dan Prioritas

Ruang fiskal adalah kemampuan pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak
tanpa mengancam keberlanjutan fiskal dan stabilitas makro. Ruang tersebut dapat diciptakan bukan
hanya dengan menambah utang, tetapi melalui peningkatan penerimaan, reprioritisasi belanja,
pengurangan kebocoran, efisiensi pengadaan, pengelolaan aset, dan reformasi subsidi. Di tengah
keterbatasan, prioritas harus didasarkan pada social return. Program dengan dampak tinggi
terhadap kemiskinan, produktivitas, kesehatan, pendidikan, konektivitas, dan ketahanan
seharusnya memperoleh perlindungan lebih besar dibanding belanja yang manfaatnya kecil.

Sustainabilitas utang harus dinilai sebagai hubungan dinamis antara tingkat bunga, pertumbuhan
ekonomi, saldo primer, komposisi mata uang, dan jatuh tempo. Negara dengan pasar keuangan
domestik yang dalam memiliki kemampuan lebih besar mengelola volatilitas. Namun kredibilitas
tetap bergantung pada kerangka fiskal jangka menengah dan kualitas informasi kepada publik.
Transparansi terhadap kewajiban kontinjensi, BUMN, dan skema kerja sama pemerintah-swasta
juga penting agar risiko tidak tersembunyi di luar neraca anggaran.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
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Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

24. Efisiensi, Korupsi, dan Kebocoran

Efektivitas fiskal dapat hilang bukan karena anggaran terlalu kecil, melainkan karena kualitas tata
kelola rendah. Korupsi, mark-up, proyek mangkrak, pengadaan yang tidak kompetitif, tumpang tindih
program, dan data penerima yang lemah menurunkan multiplier fiskal. Reformasi pengadaan
elektronik, open contracting, audit berbasis risiko, analitik data, dan transparansi beneficiari dapat
meningkatkan integritas. Namun teknologi bukan pengganti institusi. Akuntabilitas membutuhkan
pemisahan fungsi, mekanisme pengaduan, penegakan sanksi, serta budaya organisasi yang
menempatkan uang publik sebagai amanah.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.
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25. Digitalisasi Administrasi Fiskal

Transformasi digital dapat meningkatkan kapasitas fiskal melalui administrasi pajak yang lebih baik,
integrasi data, pembayaran elektronik, monitoring belanja real-time, dan evaluasi berbasis data.
Sistem digital memungkinkan pemerintah mendeteksi anomali, mempercepat transfer, memetakan
penerima, dan mengurangi biaya administrasi. Artificial intelligence dapat membantu risk scoring
dan deteksi fraud, tetapi keputusan yang berdampak pada hak warga memerlukan human oversight,
audit algoritma, keamanan siber, dan mekanisme banding. Digital government yang baik mengurangi
friction tanpa mengurangi fairness.

Digitalisasi juga memperluas kebutuhan investasi pada keamanan siber, tata kelola data, dan
pengembangan kompetensi aparatur. Risiko utama bukan hanya kegagalan teknis, tetapi
fragmentasi sistem, vendor lock-in, dan keputusan otomatis yang sulit dipertanggungjawabkan.
Prinsip arsitektur terbuka, interoperabilitas, auditabilitas, dan human-centered design perlu menjadi
bagian dari pengadaan teknologi pemerintah.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

26. Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pemulihan ekonomi membutuhkan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter tanpa
menghilangkan mandat masing-masing institusi. Kebijakan fiskal memengaruhi permintaan,
penawaran, distribusi, dan pembiayaan pemerintah; kebijakan moneter memengaruhi suku bunga,
likuiditas, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi. Jika fiskal terlalu ekspansif ketika inflasi tinggi, bank
sentral mungkin harus mengetatkan kebijakan, sehingga sebagian stimulus teredam. Sebaliknya,
pada kondisi permintaan lemah dan inflasi terkendali, kombinasi kebijakan yang saling mendukung
dapat mempercepat pemulihan. Koordinasi terutama membutuhkan konsistensi informasi dan
pemahaman terhadap transmisi kebijakan.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
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masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

27. Inflasi, Pangan, dan Kelompok Rentan

Inflasi menurunkan daya beli, tetapi dampaknya tidak sama pada semua rumah tangga. Kelompok
miskin mengalokasikan proporsi pendapatan lebih besar untuk makanan dan kebutuhan dasar,
sehingga kenaikan harga pangan memiliki dampak kesejahteraan yang besar. Respons fiskal perlu
membedakan guncangan sementara dan struktural. Bantuan tunai atau pangan dapat menjadi
respons cepat, sedangkan investasi irigasi, logistik, produktivitas pertanian, dan kompetisi pasar
mengatasi sumber masalah jangka panjang. Kebijakan pengendalian harga yang terlalu administratif
dapat mengganggu pasokan jika tidak didukung produksi dan distribusi.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.
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Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

28. Gender, Pemuda, dan Inklusi

Kebijakan fiskal dapat memperbaiki kesejahteraan dengan mengenali bahwa hambatan ekonomi
berbeda antarkelompok. Penyediaan childcare, transportasi aman, kesehatan reproduksi, akses
pembiayaan, dan pelatihan dapat meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan. Bagi pemuda,
transisi sekolah-ke-kerja memerlukan magang, career services, sertifikasi, dan dukungan wirausaha.
Penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas fisik dan digital. Penganggaran inklusif bukan
berarti membuat anggaran terpisah untuk setiap kelompok, tetapi menilai siapa yang mendapat
manfaat dan siapa yang tertinggal dari setiap kebijakan.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.
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29. Evaluasi Dampak dan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja harus bergerak melampaui indikator serapan. Program yang menyerap
100 persen anggaran dapat tetap gagal bila tidak memperbaiki outcome. Evaluasi memerlukan teori
perubahan yang jelas: input menghasilkan aktivitas, aktivitas menghasilkan output, output
memengaruhi outcome, dan outcome berkontribusi pada dampak. Metode evaluasi dapat berupa
analisis biaya-manfaat, cost-effectiveness, randomized trial untuk program tertentu, quasi-
experiment, dan evaluasi proses. Hasil evaluasi harus benar-benar memengaruhi keputusan
anggaran berikutnya; jika tidak, evaluasi hanya menjadi ritual administratif.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

30. Fiscal Well-Being Scorecard

Untuk menghubungkan fiskal dan kesejahteraan, artikel ini mengusulkan Fiscal Well-Being
Scorecard dengan enam dimensi. Pertama, stabilitas: inflasi, defisit, utang, dan daya tahan terhadap
guncangan. Kedua, proteksi: cakupan perlindungan sosial dan risiko pengeluaran kesehatan
katastropik. Ketiga, kesempatan: pekerjaan, investasi, akses pembiayaan, dan mobilitas ekonomi.
Keempat, kapabilitas: pendidikan, kesehatan, digital, dan keterampilan. Kelima, pemerataan:
kemiskinan, ketimpangan, kesenjangan wilayah, gender, dan akses layanan. Keenam, kualitas
negara: efisiensi belanja, integritas, kualitas data, dan kepuasan publik. Scorecard ini membantu
mencegah kebijakan yang tampak baik pada satu indikator tetapi merusak dimensi lain.
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Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

31. Konteks Indonesia 2026

Pada 2026, kebijakan fiskal Indonesia bergerak dalam lingkungan global yang masih tidak pasti. IMF
memproyeksikan pertumbuhan riil Indonesia sekitar lima persen pada 2026 dan menilai inflasi
berada dalam rentang sasaran, sambil mengingatkan risiko dari kebijakan perdagangan global,
ketidakpastian yang berkepanjangan, dan volatilitas pasar keuangan. Dokumen presentasi Republik
Indonesia yang dipublikasikan melalui Bank Indonesia pada awal 2026 juga menegaskan
kesinambungan disiplin fiskal dengan defisit dijaga di bawah ambang tiga persen dari PDB dan
anggaran diarahkan pada program prioritas pertumbuhan. World Bank menilai ekonomi Indonesia
tetap resilient, namun kualitas pekerjaan, produktivitas, dan transformasi struktural menentukan
apakah pertumbuhan dapat menghasilkan kenaikan taraf hidup yang lebih besar. Implikasi
kebijakannya adalah bahwa ruang fiskal harus digunakan secara selektif: menjaga daya beli ketika
diperlukan, tetapi sekaligus memperbesar kapasitas produksi melalui investasi manusia,
infrastruktur, dan reformasi kelembagaan.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.
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Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

32. Roadmap Kebijakan Fiskal untuk Pemulihan dan Kesejahteraan

Roadmap fiskal dapat dibagi menjadi tiga horizon. Dalam jangka pendek, prioritas adalah stabilisasi:
menjaga daya beli kelompok rentan, memastikan layanan dasar, mengendalikan dampak guncangan
pangan dan energi, serta mempertahankan kegiatan usaha yang layak. Dalam jangka menengah,
fokus bergeser pada produktivitas: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, digitalisasi, reformasi
pajak, UMKM, investasi, dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Dalam jangka panjang, kebijakan
diarahkan pada ketahanan: demografi, perubahan iklim, transisi energi, teknologi, kualitas institusi,
dan keberlanjutan utang. Setiap horizon memerlukan indikator keberhasilan dan exit strategy
sehingga stimulus sementara tidak berubah menjadi beban permanen.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
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menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

33. llustrasi Naratif: Dari Anggaran ke Taraf Hidup

Bayangkan sebuah kabupaten yang mengalami perlambatan akibat penurunan harga komoditas.
Pendapatan pedagang turun, proyek swasta tertunda, dan pekerja informal kehilangan jam kerja.
Respons fiskal yang hanya memberikan bantuan tunai memang akan mencegah konsumsi jatuh
terlalu dalam, tetapi dampaknya terbatas jika struktur ekonomi tidak berubah. Pemerintah daerah
kemudian menggabungkan bantuan sementara dengan perbaikan jalan produksi, digitalisasi pasar,
pelatihan pengolahan hasil, fasilitas cold storage, serta pengadaan pangan lokal untuk sekolah dan
rumah sakit. Bank daerah memberikan kredit berbasis penjaminan, sementara perguruan tinggi
membantu desain produk dan pemasaran digital. Dalam dua tahun, sebagian penerima bantuan
tidak lagi membutuhkan transfer karena usaha lokal berkembang dan pendapatan menjadi lebih
stabil. Contoh hipotetis ini menunjukkan bahwa kesejahteraan muncul ketika instrumen fiskal
disusun sebagai portofolio yang menghubungkan proteksi, produktivitas, dan kesempatan.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.
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34. Risiko Kebijakan dan Trade-Off

Tidak ada kebijakan fiskal tanpa trade-off. Bantuan yang besar dapat menjaga konsumsi tetapi
meningkatkan kebutuhan pembiayaan. Pajak yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan tetapi
menekan investasi jika dirancang buruk. Infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas tetapi
menciptakan utang dan biaya pemeliharaan. Subsidi dapat melindungi masyarakat tetapi
mengurangi insentif efisiensi. Karena itu, kualitas pengambilan keputusan bergantung pada
kemampuan membandingkan manfaat marginal dan biaya marginal, memperhitungkan distribusi,
serta mengelola ketidakpastian. Pemerintah juga harus menghindari fiscal illusion, yaitu
kecenderungan masyarakat menikmati manfaat belanja tanpa menyadari bahwa biaya pada
akhirnya dibayar melalui pajak, inflasi, atau utang.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

35. Kepemimpinan Fiskal dan Kepercayaan Publik

Kebijakan fiskal yang efektif membutuhkan kepercayaan. Warga lebih bersedia membayar pajak
ketika melihat layanan publik yang bermutu dan pengelolaan yang transparan. Investor lebih yakin
ketika aturan konsisten dan angka fiskal kredibel. Pemerintah daerah lebih mampu berinovasi ketika
insentif transfer jelas. Kepercayaan tidak dibangun melalui komunikasi semata, melainkan melalui
konsistensi antara janji, alokasi, pelaksanaan, dan hasil. Kepemimpinan fiskal berarti berani
menetapkan prioritas, menghentikan program yang tidak efektif, memperbaiki sistem penerimaan,
melindungi kelompok rentan, dan menjelaskan trade-off secara terbuka.
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Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.

Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

36. Kesimpulan

Kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada akhirnya adalah seni dan
ilmu mengelola keterbatasan. Sumber daya negara selalu terbatas, sementara kebutuhan
masyarakat sangat luas. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan besarnya anggaran, melainkan
kualitas transformasi yang dihasilkan. Fiskal yang baik menahan kejatuhan pada saat krisis,
mempercepat pemulihan ketika kondisi memungkinkan, membangun kapasitas produksi,
memperluas kesempatan, dan menjaga agar manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata.
Disiplin fiskal dan kesejahteraan bukan dua tujuan yang harus dipertentangkan. Disiplin yang cerdas
justru menjaga ruang bagi kesejahteraan masa depan, sedangkan belanja yang produktif
memperkuat basis penerimaan dan keberlanjutan fiskal. Tantangan Indonesia adalah membangun
siklus yang saling memperkuat: negara yang kredibel menciptakan kebijakan yang efektif; kebijakan
efektif meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan; ekonomi yang lebih kuat memperbesar basis
penerimaan; dan penerimaan yang sehat memperluas kapasitas negara untuk melayani masyarakat.

Dari sudut manajemen publik, tantangan terbesar adalah koordinasi. Sebuah program fiskal hampir
selalu melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, dan
masyarakat. Tanpa pembagian peran yang jelas, anggaran dapat terfragmentasi. Pendekatan whole-
of-government diperlukan agar instrumen penerimaan, belanja, regulasi, dan pembiayaan bergerak
menuju outcome yang sama. Koordinasi juga perlu didukung dashboard indikator, forum
penyelesaian hambatan, dan evaluasi lintas program.
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Dimensi distribusi harus selalu diuji. Dua kebijakan dengan dampak PDB yang sama dapat
mempunyai dampak kesejahteraan berbeda apabila satu kebijakan terutama menguntungkan
kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan yang lain meningkatkan pendapatan kelompok rentan
dan memperluas akses layanan. Oleh sebab itu, analisis insidensi, pemetaan wilayah, serta
perspektif gender dan kelompok usia perlu menjadi bagian rutin dalam perencanaan fiskal.
Pendekatan ini menjadikan anggaran sebagai instrumen pemerataan kesempatan, bukan sekadar
mekanisme pembiayaan birokrasi.

Keberhasilan juga memerlukan horizon waktu yang tepat. Program darurat harus cepat dan
sederhana, sementara reformasi struktural memerlukan desain, konsultasi, dan kapasitas
implementasi. Kesalahan umum adalah menggunakan prosedur proyek jangka panjang untuk
menghadapi krisis yang menuntut kecepatan, atau sebaliknya menerapkan logika darurat pada
program permanen sehingga pengawasan melemah. Kebijakan fiskal yang matang membedakan
instrumen sementara, transisional, dan permanen serta menetapkan kapan dan bagaimana setiap
instrumen dievaluasi atau dihentikan.

Sintesis: Rantai Transmisi Fiskal menuju Kesejahteraan

Hubungan antara kebijakan fiskal dan kesejahteraan dapat diringkas dalam sebuah rantai transmisi.
Tahap pertama adalah mobilisasi sumber daya yang sah dan adil melalui pajak, penerimaan
nonpajak, serta pembiayaan. Tahap kedua adalah alokasi kepada program yang memiliki nilai sosial
tinggi. Tahap ketiga adalah implementasi: kualitas pengadaan, ketepatan sasaran, kemampuan
aparatur, dan koordinasi menentukan apakah anggaran benar-benar menghasilkan barang, jasa,
transfer, atau aset. Tahap keempat adalah respons rumah tangga dan perusahaan. Bantuan
memengaruhi konsumsi, infrastruktur memengaruhi biaya, pendidikan memengaruhi produktivitas,
dan insentif memengaruhi keputusan investasi. Tahap kelima adalah outcome makro seperti
pertumbuhan, inflasi, pekerjaan, investasi, dan produktivitas. Tahap keenam adalah outcome
kesejahteraan: pendapatan riil, kesehatan, pendidikan, ketahanan, mobilitas sosial, dan kualitas
lingkungan.

Pada setiap mata rantai terdapat kemungkinan kebocoran. Penerimaan dapat rendah karena basis
pajak sempit. Alokasi dapat bias karena prioritas politik jangka pendek. Implementasi dapat
terganggu korupsi atau kapasitas lemah. Respons ekonomi dapat lebih kecil karena ketidakpastian.
Pertumbuhan dapat tidak inklusif bila terkonsentrasi pada sektor tertentu. Karena itu, reformasi
fiskal harus melihat sistem secara menyeluruh. Memperbaiki satu titik tanpa titik lain sering
memberi hasil terbatas. Misalnya, meningkatkan anggaran pendidikan tanpa memperbaiki kualitas
guru dan akuntabilitas sekolah tidak menjamin peningkatan kemampuan siswa.

Konsep kesejahteraan juga perlu diperluas dari pendapatan menuju capability. Rumah tangga
dianggap lebih sejahtera bila memiliki kemampuan untuk hidup sehat, belajar, bekerja produktif,
berpartisipasi secara sosial, dan menghadapi guncangan. Kebijakan fiskal memengaruhi capability
melalui layanan publik dan redistribusi. Karena itu, pengukuran kinerja fiskal perlu menghubungkan
indikator keuangan dengan indikator kehidupan nyata. Perubahan kemiskinan, malnutrisi, learning
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outcomes, waktu tempuh, akses internet, produktivitas petani, dan kualitas pekerjaan merupakan
contoh outcome yang harus dibaca bersama indikator defisit dan utang.

Akhirnya, kebijakan fiskal harus dilihat dalam horizon antargenerasi. Utang hari ini dapat dibenarkan
bila membangun aset yang manfaatnya dinikmati generasi masa depan, tetapi menjadi tidak adil bila
hanya membiayai konsumsi yang tidak produktif. Sebaliknya, penghematan ekstrem yang
mengurangi investasi pendidikan, kesehatan, dan iklim dapat memindahkan beban besar kepada
generasi berikutnya. Prinsip intergenerational equity meminta pemerintah menyeimbangkan
kewajiban finansial dengan warisan aset ekonomi, manusia, institusional, dan ekologis.

Rekomendasi Kebijakan
® Menjaga disiplin fiskal melalui kerangka jangka menengah yang kredibel, tetapi mempertahankan
fleksibilitas kontrasiklus ketika ekonomi menghadapi guncangan besar.

® Memprioritaskan belanja ber-multiplier tinggi dan ber-dampak sosial besar: perlindungan sosial
adaptif, kesehatan dasar, pendidikan berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur produktif.

® Memperkuat penerimaan melalui perluasan basis, administrasi digital, pengurangan tax gap,
evaluasi tax expenditure, dan pelayanan kepatuhan yang lebih sederhana.

® Mengalihkan subsidi yang luas dan regresif secara bertahap menuju dukungan yang lebih terarah,
sambil melindungi rumah tangga rentan dari dampak transisi.

® Mengintegrasikan kebijakan UMKM, pengadaan pemerintah, pembiayaan, digitalisasi, dan
pengembangan keterampilan agar bantuan fiskal menghasilkan kenaikan produktivitas.

® Mengembangkan public investment management yang disiplin dari tahap appraisal hingga evaluasi
pascaproyek serta memastikan anggaran pemeliharaan aset.

® Menggunakan data terpadu dan interoperabilitas untuk meningkatkan ketepatan sasaran, tetapi
menerapkan perlindungan data, keamanan siber, dan akuntabilitas algoritma.

® Memperkuat desain transfer ke daerah yang menggabungkan pemerataan kebutuhan dengan
insentif kinerja layanan publik.

® Memasukkan risiko perubahan iklim, bencana, dan transisi energi ke dalam perencanaan fiskal
serta mengembangkan pembiayaan risiko yang memadai.

® Menerapkan evaluasi dampak dan Fiscal Well-Being Scorecard agar keberhasilan APBN/APBD
diukur dari outcome kehidupan rakyat, bukan hanya penyerapan anggaran.

Glossarium

Automatic stabilizers: Komponen anggaran yang berubah otomatis mengikuti kondisi ekonomi,
misalnya penerimaan pajak dan bantuan pengangguran.

Belanja produktif: Pengeluaran publik yang meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, atau
kualitas modal manusia.
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Defisit fiskal: Selisih ketika belanja pemerintah lebih besar daripada pendapatan pada periode
tertentu.

Fiscal space: Kemampuan pemerintah menggunakan instrumen fiskal tanpa mengancam stabilitas
dan keberlanjutan keuangan negara.

Fiscal multiplier: Besarnya perubahan output ekonomi akibat perubahan satu unit instrumen fiskal.

Fiscal sustainability: Kemampuan memenuhi kewajiban pemerintah dalam jangka panjang tanpa
penyesuaian yang tidak realistis.

Insidensi fiskal: Analisis mengenai siapa yang pada akhirnya menanggung beban pajak atau
menerima manfaat belanja.

Multiplier lokal: Dampak berantai belanja yang berputar kembali di wilayah melalui konsumsi,
produksi, dan pendapatan.

Outcome: Perubahan keadaan masyarakat yang muncul setelah output program digunakan.
Output: Barang atau jasa langsung yang dihasilkan oleh program pemerintah.

Perlindungan sosial adaptif: Sistem bantuan sosial yang dapat menyesuaikan cakupan atau
manfaat secara cepat ketika terjadi guncangan.

Primary balance: Pendapatan dikurangi belanja pemerintah sebelum pembayaran bunga utang.

Public investment management: Tata kelola investasi publik sejak perencanaan, appraisal, seleksi,
pelaksanaan, sampai evaluasi.

Tax expenditure: Penerimaan pajak yang tidak dipungut akibat pengecualian, pengurangan, insentif,
atau perlakuan khusus.

Tax gap: Selisih antara potensi penerimaan pajak berdasarkan ketentuan dan penerimaan yang
benar-benar terkumpul.

Value for money: Prinsip memperoleh hasil publik terbaik melalui kombinasi keekonomian,
efisiensi, dan efektivitas.

Kontrasiklus: Arah kebijakan yang melawan siklus ekonomi, ekspansif ketika ekonomi lemah dan
lebih ketat ketika ekonomi sangat kuat.

Redistribusi: Pemindahan sumber daya melalui pajak dan belanja untuk memperbaiki distribusi
pendapatan atau kesempatan.

Reprioritisasi: Pengalihan anggaran dari program berprioritas rendah menuju program dengan
manfaat yang lebih tinggi.

Resiliensi fiskal: Kemampuan sistem fiskal menyerap guncangan dan tetap membiayai fungsi
penting negara.
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